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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Masa Kuasa, karena dengan perkenaan-Nya
kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Gomo
Tahun 2024. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan atas
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024. LAKIP ini berisi paparan perencanaan
dan pencapaian kinerja Kecamatan Gomo termasuk mengenai gambaran tingkat pencapaian
pelaksanaan program, keberhasilan, kegagalan dan dampak dari kinerja Kecamatan kepada
masyarakat. LAKIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah
memenuhi prnsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya
pemerintahan yang baik dan bersih. Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga

LAKIP ini dapat diselesaikan.

Tim Penyusun



A.

BAB | PENDAHULUAN

Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan

bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara berkala. Untuk mencapai
akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Gomo selaku unsur pembantu pimpinan
dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu
meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai sub- sistem dari sistem pemerintah daerah
yang berupaya memenubhi aspirasi masyarakat.

Dengan terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan bentuk
pertanggungjawaban yang lebih baik atas kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan selama
tahun anggaran berjalan. Berkenan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat diandalkan sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan
dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan
dengan hal tersebut Kecamatan Gomo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Penyusunan LAKIP Kecamatan Gomo Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai bentuk perwujudan
akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan di lingkungan kecamatan
Gomo dan dapat dilihat dari pencapaian kinerja, visi, misi, realiasi pencapaian indikator kinerja
utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan strategis
Kecamatan Gomo periode 2021-2026.

Gambaran Umum
Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat
desa/kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu terbatas kepada tugas
pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan pasal
225 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana
kecamatan sebagai perangkat daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.
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Oleh karena itu, kecamatan menjadi instansi pemerintah yang sangat berperan penting dalam
memastikan terselenggarannya pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di tingkat kecamatan
dan desa.

C. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan Susunan

perangkat Organisasi Kecamatan Gomo antara lain:

1. Camat
Camat mempunyai Tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum,
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan
penegakan Perda dan Peraturan bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan
prasarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasai
penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan, melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas
kecamatan, Camat mempunyai fungsi:

e Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

e Mengkoordinasikan urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

e Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan

e Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum

e Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

e Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan

e Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan
atau yang belym dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

e Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

e Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program,
keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan
organisasi.Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kerja sekretariat

- Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan

- Menyelenggarakan urusan umum

- Menyelenggarakan urusan program

- Menyelenggarakan urusan kepegawaian

- Menyelenggarakan urusan keuangan

- Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi
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- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan  keuangan mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan perencanan, keuangan dan evaluasi. Dalam melaksanakan

tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan
dan evaluasi;

- Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan
penyusunan laporan keuangan;

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;

- Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan,
kebijakan dan program di kecamatan;

- Menghimpun dan menyusun Renstra, menyusun Tapkin dan Lakip Kecamatan;

- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;

- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian
keuangan; dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Kecamatan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan

kepegawaian mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;

- Menyelenggarakan  urusan  surat-menyurat,  kearsipan,  kepustakaan,
dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;

- Menyusun bahan rencana kerja kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai,
kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawaian serta tata usaha
kepegawaian;

- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian
umum dan kepegawaian; dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi
tata pemerintahan mempunyai fungsi:
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di
bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
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- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat
daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa
dan/atau kelurahan;

- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi
desa da/atau kelurahan;

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa
dan/atau lurah;

- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
tingkat kecamatan;

- Melaporkan penyelenggaran kegiatan  pemerintahan desa  dan/atau
kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan

pengembangan perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan
tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:

- Mendorong partisipasi masyarakat dan desa untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan di
desa/kelurahan dan kecamatan;

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah
maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
dan desa di wilayah kerja kecamatan;

- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di
wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;

- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimaldi wilayahnya;

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
kecamatan;

- Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai
dengan perundang-undangan;

- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja
kecamatan kepada camat; dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang dberikan camat.

5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan
pemerintahan vyang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
Dalam melaksanakan tugasnya, kasi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:
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- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara
Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di
bidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan
fasilitas umum di wilayah kecamatan;

- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan
untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah
kecamatan;

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di
bidang penegakkan peraturan perundang-undangan da/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana
dan fasilitas pelayanan umum;

- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan
penegakan peraturan perundang-undangan;

- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di
wilayah kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

6. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan

umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;

- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan
bidangnya masing-masing;

- Memberik petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan
pelayanan perizinan;

- Menginventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang  berhubungan  dengan
kependudukan, kebresihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalahnya; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

7. Kasi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, kasi kesejahteraan sosial mempunyai
fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;

- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan

bidangnya masing-masing;
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- Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan
kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan,
pendidikan dan kebudayaan;

- Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan
kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan,
pendidikan dan kebudayaan;

- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan
bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga,
kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalahnya; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.
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Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT GOMO
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MASYARAKAT DESA UMUM PELAYANAN UMUM SOSIAL
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D. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam roda pemerintahan di Kecamatan dan melayani

masyarakat di Kecamatan Gomo, Kantor Camat Gomo didukung oleh 10 Pegawai Negeri Sipil dan

4 Tenaga Harian Lepas yang akan dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
NO NAMA JABATAN
1. Firman Lase, SE Camat
2. Emanuel Vebreligius Hia,ST Sekretaris Kecamatan
3. Martina Lase S.Pd.SD Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4. | Yuliana Giawa Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
5. Karyasman Buulolo, A.Md Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Sadar Meiman Buulolo, S.Pd Kasi Kesejahteraan Sosial
7. Faozatulo Lase, S.Pd Kasi Pelayanan Umum
8. | Sokhinaso Lase Kasi Tata Pemerintahan
9, Yuliaman Zebua,S.Pd Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
10. | Talizatulo Tafonao Staf
11. | Yasman Ndruru THL
12. | Krisman Hulu THL
13. | Ariyanto Selamat Tel THL
14. THL

E. Isu Strategis

Selama jangka waktu 5 (lima) tahun RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan periode
2021-2026 yang lalu, Pencapaian kinerja Kantor Camat Gomo adalah sebagai berikut:

1.

L 0 N o

11.
12.

13.
14.

Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan
Kelurahan/ Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;

Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran
pelaksanaan tugas dan pelayanan;

Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan
tupoksinya;

Kurang pedulinya masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan, akibat
ketidakpuasan karena seringkali aspirasi mereka tidak terwujud dalam realisasi
pembangunan;

Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa;

Peran serta perempuan dalam pembangunan kecamatan masih sangat kurang;

Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;

Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih rendah;

Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan
masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;

Kesadaran masyarakat akan pentingnya memperoleh pendidikan masih rendah;

Belum termanfaatkannya potensilokal secara optimal untuk pengembangan ekonomi lokal;
Kurangnya jiwa kewirausahaan masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup mereka
sendiri;

Kurangnya pemahaman tentang kesehatan terutama pada masyarakat Desa.

Pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan dan



perdesaan banyak mengalami hambatan dikarenakan sumber yang ada berada jauh dari
lokasi permukiman sehingga lebih banyak menggunakan sistem sumur gali (masih
tradisional) ataupun memakai air sungai dan air hujan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan Anggaran dan Capaian Kinerja

Pelayanan selama periode 2021-2026 pada Kecamatan Gomo adalah :

1. Anggaran Keuangan daerah mengalami defisit sehingga berdampak pada pemotongan
anggaran Kecamatan;

2. Masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan aparatur tentang pengelolaan keuangan
dan capaian kinerja.

Pada periode RPJMD 2021-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan telah dikaji dan

dianalisis isu-isu strategis yang menjadi fokus penyelesaian permasalahan di kecamatan Gomo.

Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain:

Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata kelola Pemerintahan

Peningkatan pelayanan Dasar dan Kualitas SDM yang berdaya saing

Pemerataan Pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas

Peningkatan ekonomi yang Produktif dan Tidak Konsumtif
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

o Uk W

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang dikemukakan diatas, maka dikemukakan juga faktor-

faktor kunci keberhasilan terhadap pencapaian program dan pelayanan kepada masyarakat

sebagai berikut:

1. Komitmen kuat dari Aparatur Pemerintah Kecamatan dan warga Kecamatan Gomo untuk
memberhasilkan program dan kegiatan di kecamatan.

2. Suasana Kecamatan Gomo yang kondusif.

3. Kepemimpinan Kecamatan Gomo harus ditunjang kemampuan manajerial yang unggul,
memiliki integritas yang kuat dan mampu menjadi motivator dan dinamisator dilingkungan
Kecamatan.

4. Sumber daya aparatur Kecamatan Gomo yang profesional, berkomitmen kuat terhadap
tujuan kecamatan serta memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan
tugas dan fungsinya.

5. Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan kabupaten, dan mampu menijalin
kesinambungan program yang berbasis pada kebutuhan lokal.

6. Keterpaduan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing- masing serta
menghilangkan ego sektoral.

7. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap
pegawai.

8. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan

terpelihara.

Landasan Hukum
LAKIP Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 ini disusun berdasarkan landasan

hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan,
Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara



G.

10.

11.

12.

13.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4272);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Penjenjangan
Kinerja Instansi Pemerintah

Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Nias Selatan;

Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2022 Sistem Akuntabiltas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan;

Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias
Selatan Nomor 61 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

Sistematika Penyusunan LAKIP
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Gomo

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah:

Bab | Pendahuluan

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan
sistematika penyusunan LAKIP

Bab Il Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024

Bab lll Akuntabilitas Kinerja

Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi
anggaran

Bab IV Penutup Lampiran



BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya

disebut Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Renstra OPD merupakan tanggungjawab Kepala OPD yang memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan
fungsi OPD.

Penyusunan Renstra OPD Kantor Camat Gomo Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan
diselaraskan dengan program pembangunan yang menjadi prioritas Kepala Daerah sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan namun dengan tetap mendasarkan pada tugas dan
fungsi Kantor Camat Gomo serta memperhatikan program dan kegiatan yang telah dicapai
sebelumnya termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026,
maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Camat Gomo untuk 5 (lima) tahun ke depan
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

INDIKATOR | TARGET KINERJATUJUAN / SASARAN

NO | TUJUAN SsTﬁi’_*r':‘G“l\; TUIUAN / PADA TAHUN KE
SASARAN 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 2 3 4 5 3 7 3 3
Terwujudnya
Birokrasi dan
tata kelola

1 |pemerintah an
yang bersih dan

baik di Kantor Nilai LAKIP C cC B B B
Camat Gomo

Meningkatnya |Nilai Indeks

Kualitas kepuasan

Pelayanan masyarakat

publikdantata terhadap | 7444 | 7050 | 71,00 | 71,50 | 72,00
Kelola pelayanan di

Pemerintahan |Kecamatan

di Kantor Gomo

Camat Gomo




NO.

TUJUAN

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
TUJUAN /
SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN
PADA TAHUN KE

2022

2023

2024

2025

2026

2

3

4

5

6

7

8

9

Jumlah
pelayanan
administrasi
kependudukan
yang ditangani
sesuai dengan
standar
pelayanan

75%

80%

85%

90%

95%

Jumlah
keluhan/penga
duan
pelayanan
administrasi
yang
ditindaklanjuti

75%

80%

85%

90%

95%

Meningkatnya
partisipasi
masyarakat di
kecamatan
dalam
pembangunan

Jumlah
Laporan
Pelaksanaan
Musrenbang
Kecamatan

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Julmah Desa
yang
Melaksanakan
Musrenbang
Desa

11 Desa

11 Desa

11 Desa

11 Desa

11 Desa

Meningkatnya
kinerja
pemerintah
desa

Jumlah
rekomendasi
hasil koordinasi
bidang
pemerintahan
yang di tindak
lanjuti

12

Rekomendasi

12

Rekomendasi

12

Rekomendasi

12

Rekomendasi

12

Rekomendasi

Persentase
desa yang
memiliki
administrasi
desa yang
tertib

75%

80%

85%

90%

95%

Persentase
penataan aset
desa yang
terlaksana

75%

80%

85%

90%

95%




NO.

TUJUAN

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
TUJUAN /
SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN
PADA TAHUN KE

2022

2023

2024

2025

2026

3

4

5

6

7

8

9

Jumlah desa
yang difasilitasi
pada pemilihan
/ pembentukan
BPD dan
penjaringan
serta
pendaftaran

perangkat
Desa

11 Desa

11 Desa

11 Desa

11 Desa

11 Desa

Terwujudnya rasa
aman dan nyaman
ditengah
masyarakat
Kecamatan Gomo

Mewujudkan
ketentraman
dan ketertiban
umum

Jumlah
pelaksanaan
pengembanga
n kehidupan
demokrasi
berdasarkan
Pancasila

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

Persentse
pembinaan
Linmas desa
dan
pemeliharaan
kamtibmas

75%

80%

85%

90%

95%

Berdasarkan uraian pada tabel diatas, maka dapat diketahui sasaran strategis Kecamatan Gomo

adalah sebagai berikut:

a.

b
C.
d

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

. Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan.

Meningkatnya kinerja pemerintah desa

. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan pada kantor camat Gomo adalah sebagai
berikut :




Tabel 2.2
Visi Misi Kabupaten Nias Selatan

Visi : Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera
Misi : 1. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientas
pada pelayanan
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Terwujudnya Birokrasi
dan Tata Kelola
Pemerintahan Yang
Lebih Baik

Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
publik dan tata
Kelola
Pemerintahan di
Kantor Camat

Peningkatan
efektivitas kinerja
birokrasi dan
layanan publik
yang responsif,
transparan dan

1. Meningkatkan
kualitas SDM aparatur

2. Mengembangkan
pelayanan prima

Gomo akuntabel
Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan kualitas
partisipasi kualitas SDM dan Sistem
masyarakat di perencanaan perencanaan
kecamatan dalam pembangunan pembangunan partisipasif
pembangunan
Meningkatnya Optimalisasi Meningkatkan koordinasi,
kinerja pemerintah | Pemberdayaan monitoring, dan
desa masyarakat masyarakat pendampingan kepada
melalui masyarakat
pemberdayaan
potensi lokal

Misi 5: Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat

Terwujudnya rasa aman | Mewujudkan Optimalisasi Peningkatan koordinasi

dan nyaman ditengah
masyarakat Kecamatan
Gomo

ketentraman dan
ketertiban umum

koordinasi dan
validasi data warga
kurang mampu

perencanaan, monitoring
dan pendampingan warga
kurang mampu

Menciptakan
Kondisi
masyarakat yang
kondusif

Penguatan lembaga
Masyarakat

Upaya penurunan
kasus/konflik di
masyarakat

Peningkatan wawasan
kebangsaan dan toleransi
kehidupan beragama

Peningkatan kegiatan
pelestarian budaya lokal




Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Gomo adalah sebagai berikut:
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

R

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Tabel 2.3
Indikator kinerja Utama Kecamatan Gomo yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD 2021-2026

Kondisi Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun | Kondisi
Kinerja Ke Kinerja
. Pada Awal Pada
Indikator iod .
Periode | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | Akhir
RPJMD Periode
RPJMD
2 3 4 5 6 7 8 9
Nilai Indeks kepuasan
masyarakat terhadap 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
pelayanan di Kecamatan

Gomo

Nilai Evaluasi Kinerja

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
OPD Kantor Camat Gomo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase APBDes yang

di fasilitas Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100%
Indeks kepuasan Kurang| Kurang _ _ _ _
Masyarakat n/a Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Dokumen usulan
Musrenbang Kecamatan 1 DOk 1 DOk 1 DOk 1 DOk 1 DOk 1 DOk 1 DOk

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah salah satu unsur perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting
dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan guna memberikan perspektif atau
gambaran mengenai indikator yang ditargetkan dan capaian yang diperoleh. Adapun Kecamatan
Gomo Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian
sebagai berikut:



Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target
Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap 20.00
Pelayanan Publik di kecamatan Gomo ’
Meningkatnya Kualitas Jumlah pelayanan administrasi
Pelayanan publik dan tata| kependudukan yang ditangani sesuai 75%
1 Kelola Pemerintahan di | dengan standar pelayanan
Kantor Camat Gomo Jumlah keluhan/pengaduan pelayanan
administrasi yang ditindaklanjuti 75%
Menmgkatnya? partisipasi | Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang 1 Dokumen
) masyarakat di kecamatan| kecamatan
dalam pembangunan Jumlah desa yang melaksanakan 11 Desa
Musrenbang Desa
Jumlah rekomendasi hasil koordinasi 10
bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti Rekomendasi
Persentase desa yang memiliki
. . . 75%
administrasi desa yang tertib
3 Meningkatnya kinerja Persentase penataan aset desayang 75%
pemerintah desa terlaksana
Jumlah desa yang difasilitasi pada pemilihan
/ pembentukan BPD dan penjaringan serta > Desa
pendaftaran perangkat desa
Jumlah pelaksanaan pengembangan
Mewujudkan ketentraman kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila 1 Kegiatan
4 dan ketertiban umum Persentse pembinaan Linmas desa dan
pemeliharaan kamtibmas 75%

D. Perencanaan Anggaran

Dalam mendukung ketercapaian terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan diatas,

maka didukung oleh perencanaan anggaran yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Perencanaan Anggaran Perubahan (P-APBD) Kecamatan Gomo Tahun Anggaran 2024

NO KEGIATAN ANGGARAN
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 327.600.000
2 | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 13.947.300
3 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 52.287.850
Umum
4 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.050.000
JUMLAH 352.600.000

Sumber data: DPA P-ABPD Kecamatan Gomo, 2024



BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau
pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.
Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan
kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gomo
Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra
Tahun 2016-2024 maupun Renja Tahun 2024. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut, Pengukuran
kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuruan dimaksud merupakan hasil dari suatu
penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-
indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab
sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah
masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan
yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam
melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan
indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan kinerja indikator merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan
penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan
sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan,
pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Di samping itu,
indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang
bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.



Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja
keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi/unit kerja
pelaksananya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana
dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja meliputi
pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat
capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing- masing kelompok
indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja instansi
pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target
dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam
rencana kinerja. Pengukuran tingkat pancapaian sasaran didasarkan pada data hasil
pengukuran kinerja kegiatan.

Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak perumusan
rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan
rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan.
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu
seperti kelompok hasil dan/atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan
akuntabilitas instansi pemerintah setidak-tidaknya menggunakan kelompok indikator
masukan, keluaran dan hasil.

Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat
diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau
datainternal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat
berupa data primer ataupun data sekunder. Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap,
tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan
data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun
dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem
informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit
yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara
reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja.

Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-
indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur
kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan
data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya
suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini
terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur
indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survey
sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang
dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.



3. CaraPengukuran Kinerja

Terdapat beberapa metode/cara

pengukuran kinerja yang dapat digunakan.

Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan

kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita
tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak

memungkinkan dengan cara/metode

lainnya dapat digunakan untuk menggantikan

cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan

disini adalah sebagai berikut:

a.
b.
C.

Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.

Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.

Membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat

dalam rencana strategis.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis
Secara umum Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026.
Tahun 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Gomo Kabupaten
Nias Selatan, pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Gomo
Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Membandingkan antara realisasi dengan standar nasional.

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Gomo Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No Sasara[‘l Indikator Kinerja Target | Realisasi Persent'ase
strategis Capaian
Nilai Indeks kepuasan masyarakat
Meningkatnya terhadap Pelayanan Publik 70,00 72,50 100%
Kualitas Pelayanan| dikecamatan Gomo
1 |publik dan tata Jumlah pelayanan administrasi
Kelola kependudukan yang ditangani sesuai| 75% 70,6% 100%
Pemerintahan di | dengan standar pelayanan
Kantor Camat Jumlah keluhan/pengaduanv
Gomo pelayanan administrasi yang 75% 75% 100%
ditindaklanjuti
Men-lr-mgka.tnya Jumlah laporan pelaksanaan 1 bokumenl1 Dokumen 100%
partisipasi musrenbang kecamatan
) kmasyar:;katddll Jumlah desa yang melaksanakan
ecamatan dalam Musrenbang Desa 11 Desa | 11 Desa 100%
pembangunan
Jumlah rekomendasi hasil
Meningkatnya koordinasi  bidang pemerintahan 11 _ 11 , 100%
. L. Rekomendasi | Rekomendasi
3 |kinerja yang ditindaklanjuti
emerintah desa iliki
p [ Pers.en.tase (.:Iesa yang mem'lllkl 759% 8% 100%
administrasi desa yang tertib




Sasaran Persentase

No . Indikator Kinerja Target | Realisasi .
strategis Capaian
Persentase penataan aset desa yang 759% 80% 100%
terlaksana
Jumlah desa yang difasilitasi pada
pemilihan/pembentukan BPD dan 11 Desa | 2 Desa 100%

penjaringan serta pendaftaran
perangkat desa

Jumlah pelaksanaan pengembangan
Mewujudkan kehidupan demokrasi berdasarkan
ketentraman dan | Pancasila

1 1
Kegiatan | Kegiatan 100%

ketertiban umum | Persentase pembinaan Linmas desa

0, o, [0)
dan pemeliharaan kamtibmas 75% 75,72% 100%

Sumber data: diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi secara keseluruhan target indikator kinerja

yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 telah tercapai

100%. Artinya capaian kinerja Kecamatan Gomo pada tahun 2024 telah mencapai target yang

sudah ditetapkan.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

» SASARAN STRATEGIS 1

No | Sasaran strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi Persen.tase
Capaian
Nilai Indeks kepuasan
masyarakat terhadap Pelayanan 0
Publik dikecamatan Gomo 70,00 72,50 100%
Meningkatnya Jumlah pelayanan administrasi
kualitas kependudukan yang ditangani sesuai 75% 75,6% 100%

1 pelayanan publik dengan standar pelayanan
Jumlah keluhan/pengaduan
pelayanan administrasi yang 75% 75% 100%
ditindaklanjuti

Sasaran strategis 1 terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu :

1.

Indikator I : Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik di kecamatan
Gomo

Berdasarkan target yang ditentukan pada perjanjian kinerja, nilai indeks kepuasan masyarakat
(IKM) terhadap pelayanan di kantor Camat Gomo sebesar 70,00 dan yang tercapai yakni
sebesar 72,50 Artinya memenuhi target yang telah ditentukan. Data tersebut didapatkan dari
hasil survei internal kantor camat yang dilaksanakan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat cukup merasa puas terhadap kinerja dan penyelenggaran pelayanan publik




di kantor camat Gomo. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan capaian ini adalah :

e Pegawai dan tenaga honorer di kantor camat mampu memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat

e Ketepatan waktu pemberian layanan

e Informasi yang cukup memadai terkait pelayanan pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat.

2. Indikator Il: Jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang ditangani sesuai dengan
standar pelayanan

Adapun target yang ditetapkan pada indikator Nilai evaluasi Kinerja OPD Kantor Camat Gomo
padatahun 2024 adalah 75% dan terealisasi dengan nilai 75,6% Artinya bahwa target indikator
kinerja ini telah tercapai. Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan perbaikan atau
rekomendasi dari hasil penanganan Administrasi Kependudukan yang harus diperhatikan dan
ditindaklanjuti untuk kemajuan pelayanan kecamatan kepada masyarakat.

3. Indikator IlI: Jumlah keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti

Berdasarkan target yang ditetapkan yakni sebesar 75% dan terealisasi dengan persentase 75%
atau telah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah tercapai
dimana seluruh desa di kecamatan Gomo telah mendapatkan pelayanan administrasi atas
keluhan/pengaduan yang dilaporkan. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung
pelayanan yang baik dari kecamatan dan responsivitas dari pemerintah desa untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan.

» SASARAN STRATEGIS 2

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persenjcase
Capaian
] Jumlah Pelaksanaan 1 1 100%
Meningkatnya laporan musrenbang Dokumen | Dokumen
partisipasi kecamatan
2 masyarakat di Jumlah desa yang 11 Desa 11 Desa 100%
kecamatan dalam
embangunan melaksanakan
P Musrenbang Desa

Sasaran strategis 2 memiliki 2 indikator kinerja yaitu:

1. Indikator I: Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang kecamatan
Berdasarkan target yang ditetapkan yakni sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi dengan

persentase 100% atau telah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator
kinerja telah tercapai dimana kecamatan Gomo telah melakukan fasilitasi terhadap APBDes di
seluruh desa yang ada di wilayah kecamatan Gomo. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja
ini didukung pelayanan yang baik dari kecamatan dan responsivitas dari pemerintah desa
untuk melengkapi persyaratan dalam pelaksanaan APBDes.



2. Indikator II: Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang Desa
Berdasarkan target yang ditetapkan yakni sebanyak 11 Desa dan terealisasi dengan persentase

100% atau telah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah
tercapai dimana seluruh desa di kecamatan Gomo telah menyampaikan dokumen RPJMDes,
RKPDes, RAPBDes, APBDes, dan LPJ Desa Tepat waktu. Keberhasilan pencapaian indikator
kinerja ini didukung pelayanan yang baik dari kecamatan dan responsivitas dari pemerintah
desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan desa.

» SASARAN STRATEGIS 3

Persentase

No | Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi .
Capaian

Jumlah rekomendasi hasil
koordinasi bidang 11 1
pemerintahan yang Rekomendasi  [Rekomendasi
ditindaklanjuti

Persentase desa Yang
memiliki administrasi desa 75% 78% 100%
yang tertib

100%

Meningkatnya
3 kinerja
pemerintah desa

Persentase penataan desa

aset yang terlaksana 75% 80% 100%

Jumlah desa yang
Difasilitasi pada
pemilihan/
pembentukan BPD 11 Desa 2 Desa 100%
dan penjaringan serta
pendaftaran perangkat
desa

1. Indikator I: Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti

Berdasarkan target yang ditentukan adalah 11 rekomendasi dan tercapai 11 rekomendasi atas
hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti di wilayah kecamatan Gomo. Dalam
hal ini, pihak Kecamatan selalu melakukan koordinasi sehingga meningkatkan kapasitas dan
kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kinerja
pemerintah di tengah-tengah masyarakat.

2. Indikator II: Persentase desa yang memiliki administrasi desa yang tertib

Berdasarkan target yang ditetapkan yakni sebanyak 75% dan terealisasi dengan persentase
78% atau telah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah
tercapai dimana kecamatan Gomo telah memiliki administrasi desa yag tertib di seluruh
wilayah kecamatan Gomo. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung pelayanan
yang baik dari kecamatan dan responsivitas dari pemerintah desa untuk mendukung tertib
administrasi desa.



3. Indikator lll: Persentase penataan aset desa yang terlaksana
Berdasarkan target yang ditetapkan yakni sebesar 75% dan terealisasi dengan persentase 80%
atau telah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah tercapai
dimana seluruh desa di kecamatan Gomo telah melakukan penataan aset desa. Keberhasilan
pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh kinerja yang baik dari kecamatan dan sinergitas
dari pemerintah desa untuk melakukan penataan pada aset-aset yang dimiliki.
4. Indikator IV: Jumlahdesa yang difasilitasi pada pemilihan / pembentukan BPD dan
penjaringan serta pendaftaran perangkat desa
Adapun target yang ditetapkan pada indikator Jumlah desa yang difasilitasi pada pemilihan /
pembentukan BPD dan penjaringan serta pendaftaran perangkat desa pada tahun 2024
adalah 11 Desa dan terealisasi. Terdapat 1 Desa lagi yang belum difasilitasi pemilihan BPD, hal
ini Karena masa Kerja BPD 10 Desa telah berakhir pada Tahun 2022 dan telah difasilitasi.
Sementara pada Tahun 2024 terdapat 2 Desa melakukan PAW Personil BPD Artinya Perencanaan
11 Desa merupakan Rencana Strategis, namun pelaksanaan fasilitasi BPD ini disesuaikan dengan
keadaan Tahun berjalan.
» SASARAN STRATEGIS 4
No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persenjcase
Capaian
Jumlah pelaksanaan
pengembangan 1 1
) kehidupan demokrasi Kegiatan Kegiatan 100%
Mewujudkan berdasarkan Pancasila g g
4 |ketentraman dan Persentase pembinaan
Pemeliharaan 75% 100 % 100%
kamtibmas
1. Indikator I: Jumlah pelaksanaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan

Pancasila

Berdasarkan target yang ditetapkan yakni sebanyak 1 Kegiatan dan terealisasi dengan 1
Kegiatan atau telah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah
tercapai dimana kecamatan Gomo telah melakukan pengembangan kehidupan demokrasi di
wilayah kecamatan Gomo berdasarkan Pancasila. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja
ini mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dari pemerintah desa untuk seluruh
masyarakat desa di Kecamatan Gomo.



2. Indikator Il: Persentase pembinaan Linmas desa dan pemeliharaan kamtibmas
Berdasarkan target yang ditetapkan yakni sebanyak 75% dan terealisasi dengan persentase
100% atau telah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah
tercapai dimana kecamatan Gomo telah membina Linmas dan memelihara Kamtibmas di
seluruh desa yang ada di wilayah kecamatan Gomo. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja
ini mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dari pemerintah desa untuk seluruh
masyarakat desa di Kecamatan Gomo.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas
pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Gomo
dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan
(P-APBD) Tahun 2024 dengan jumlah Rp 352.600.000 dan terealisasi dengan jumlah total Rp
341.044.460 dengan sisa anggaran sebesar Rp 11.555.540, dengan persentase penyerapan
anggaran sebesar 96,72% mendekati 99 %. Artinya bahwa penyerapan anggaran kecamatan Gomo
telah terserap 97% dan telah mendukung pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan
indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024.

Adapun uraian realisasi anggaran Kecamatan Gomo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai
berikut :



PEMERINTAHAN KAR. NIAS SELATAN
KECAMATAN GOMO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 1
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

S URAIAN ANGGARAN 2024 REALISAS] 2024 % 2004 REALISASI 2023
Rekening
1 2 3 4 S=(4/ 3" 100 “
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) R0 000,00 800,000 50 1009 S460.000.50
4ln Retribusm Dacrah 8 000.000,00 8000 000,00 100,0¢ $ 400,000, 00
4.1.020) Retnbus Jasa Umum 8.000.000,00 8,000 000, 100, 1% §.400.000, 1
4.1.0201.05 Retribusi Polayanan Prar 8 000.000,00 X000 000, 100,00 5 400 000, (x
410201 050002 | Retribus Lo 8000 000,00 % 000,000 .00 100,00 5.400.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH R.500.000,00 R.000.000 00 10000 480000,
JUMLAH PENDAPATAN 8.000.000 50 000000 00 100,00 5400000 .00
s BELANJA DAERAH 352.600.000,00 J41.844.460,00 96.72 394848 800,00
1 BELANIA OPERASI 339,362,000 o 3275809 460 it 96,59 395488900 .00
$.1.0] Belengs Pogawa 2532243500 25 320.000,00 99.99 47 160 000X
510108 Ti Penghastjen b Pertimbangan Obsektil Lannys ASN 2532243500 25.320 000, 9.9 47 160.000.00
5.101L.0.07 Belanga Hoporanom 2532243500 25 320,000 0 2999 47 160 000,00
3.1.01.00.07.0001 | Belanjs H :!4 Pengelols Keusngan 2532243500 25,320,000 00 99,99 47 160.000.00
5102 Belanje Barang dan Jasa 14,042 365 00 301489 4600 96,32 348 688 800,00
510201 Belanjs Berang 151 086 565 00 147 281 460 X 9748 172.302. 400,00
4.102.01 0 Belanys Barang Paka Habis 148081 965 0 144276 860 (X 97,43 72.302.400,00
5.1.02.01.01.0024 | Belanga Alst/Behan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kanter $6.120 750,00 55 189 750, /X 9834 75.542.300,00
510201010026 | Belanjs Alst/Bahan untuk Kegistan Kantor- Behan Cetak 15937 21500 S622 1100 98,02 29972 500,00
5.1.02.01.01 0027 Belanja Alat/Behan untuk Kepiatan Kantor- Bonda Pos 2000000, 2.000 000 X 00,00 3,000 000,00
510201010031 | Belanjs Alet/Beber ik Kogsmmn Kantor- Al L iserik 3 866400 % 3 866 400 O 100,00 2874 600,00
5.1.02.01.01.0052 ficiangs Makanan dar Mioumas Rapet 15,257 SO0 12 69860000 9274 $5.771 500,00
51020101 0053 | Helanys Makanan dsn Mmumas Jemuss Tamu 12 600,000,060 12,600, 000,00 100,00 S.141.500,00
510201010077 | Belanjs Pakaian Paskitraka 22300 000,00 22.300,000,00 100,00 0.00
5.1.02.01.04 Belama Aset Tetap yang Tidak Memenun Kritens Kapetalas 3 004 600,00 3 004 600,00 100,00 0,00
5 102.01.04.0120 mmhmmauhwhmmuw 3 004 600,00 3 004 600,00 100.00 0,00
3.1.02.02 Beloms Jasa 46.000.000,00 46000000 00 100,00 46.966. 400,00
$1.02020! Helama Jasa Kamtor 46,000 000,00 46,000,000 0 100,0¢ 46,966, 400,00
$1.020201.0025 | Belangs jese Tenage Kescnian din K.cbudayas 10,000 000,00 10,000 000 00 100,00 0.00
51020201 0026 | Belangs osa Tenags Adwsmstras: 36,000 000,00 3600000000 100,00 44,000 000,00
$5.1.02.02.01.0052 Bolags Jaw Pernbershan. Pragendaiian |iame. dan Fumiges 0,00 000 0,00 2.966.400,00
510204 Belsnys Parjalanes Dinas 116 956,000,00 109 208 000,00 9338 129.420.000.00
51020401 Bi:nl'-_lh-m- Negen 116.956.000.00 09 208 000,00 9338 129.420.000,00
510204010001 | Belanjs Perjalasan Dinas Binsa 16,686 000,00 15, 98% 000 00 9582 129.420.000,00
$.1.020401 000 | Iclanje Perjalansn Dines Dalss Kota 100.270 00,00 93.220.000,00 9297 0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI 339365600 50 127 808 460,00 96,59 I0L1IL 800 00
82 BELANJA MODAL 13.23%000.00 11235, 008,00 100,00 80
5202 Belsmya Modsi Peralaten dan Mesn 13.235.000.00 13.235. 000,00 100,00 0.00
$.202 10 Belmma Modal Komputer 13 235.000,00 13.235.000,00 100,00 000
52021001 Belarya Modal K omputer Uss 8§35 000,00 § §35.000,00 100,00 0.00
520250010002 | Belaya Modsl Personal Computer X435 000,00 835 000,00 100,00 0.00
32021002 Belamja Modal Peralatan Komputer 4 400 000,00 4.400 000,00 100,00 0,00
J262 16.62 065 Bolaya Modal Porsisin Komputer [_ssanys 4 400 000,00 4 400.000,0¢ 100,00 |, 000
JUMLAH BELANJA MODAL 13.235.000.00 11.238.000,00 10000 500
JUMLAH BELANJA 351600000 50 34104446000 9,72 395,838 800,00
SURPLUS/DEFISIT (344, 6060.000,00) (332,044,460 00) 96,48 (390.448.800,00)
]
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Gomo Tahun 2024 ini
merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan
transparan dan untuk mewujudkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan
dokumen LAKIP Kecamatan Gomo adalah wujud impelementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga dapat menjadi tolok
ukur dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan bahan dalam perbaikan terhadap kinerja yang
masih belum dicapai. LAKIP Kecamatan Gomo Tahun 2024 ini menggambarkan keberhasilan kinerja
Kecamatan Gomo secara keseluruhan selama tahun anggaran 2024.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang
ditetapkan, maka secara keseluruhan telah tercapai dengan persentase hampir pada scala 95-100. Hal
ini menunjukkan bahwa target yang direncanakan telah dapat dicapai dengan baik. Pencapaian targert
kinerja tersebut didukung oleh penyerapan anggaran dengan tingkat persentase realisasi anggaran
sebesar 96,65%. Namun demikian, pencapaian kinerja Kecamatan Gomo ini disadari bahwa masih
terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan motivasi
bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja di kecamatan Gomo.

Gomo, \'r Januari 2025

NIP. 19730225 199602 1 001
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